BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMORS3 TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya
kegiatan usaha telekomunikasi sejalan dengan berkembangnya
kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas
telekomunikasi di Kabupaten Bungo, maka dipandang perlu
untuk dilakukan penataan, pembinaan, pengendalian, dan
pengawasan agar pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi dalam pemanfaatan ruang dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan
umum;

b. bahwa untuk kelancaran, kemudahan dan tindak lanjut dalam
pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi
yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010
tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bungo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka diperlukan
petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat ...................... 2



3. U -
; ;I‘Idalggtg;da.ng Nomor 28 Tahyp 2009 tentang Pajak Daerah
€tribusi Daergh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130
? Tambahan .
Indonesia Nomor 5049) Lembaran Negara Republik

¥

dengan Undang-Undang Nompor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atae Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang
Pembagian Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimaa telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

9. Peraturan......coomms 3



Menetapkan :

e B

9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

10.

1.

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan
Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009,
07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009

tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama
Menara Telekomunikasi;

Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2010 Nomor 25), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 25
Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun
2017 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bungo Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Bungo.
Bupati adalah Bupati Bungo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah instansi bertanggung jawab dibidang Komunikasi dan
Informatika.

Kepala OPD adalah Kepala Perangkat Daerah yang tugas pokok
dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Komunikasi dan Informatika sesuai peraturan perundang-
undangan.

6. Telekomunikasi.............. 4
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11,

12.
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14.

15.

16.

e

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui
sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.

Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan
dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan
terselenggaranya telekomunikasi.

Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai
sarana penunjang untuk menempatkan peralatan
telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya
disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan
telekomunikasi.

Menara Bersama adalah menara yang ditempatkan di atas
tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-
sama digunakan oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara
telekomunikasi.

Menara minimacro/monopole adalah jenis menara yang hanya
terdiri dari satu batang atau satu tiang yang didirikan atau
ditancapkan langsung pada tanah atau gedung;

Penyelenggara  Telekomunikasi (Telco Operator] adalah
perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah
dan instansi pertahanan keamanan negara.

Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun,
memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara
telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara
Telekomunikasi.

Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau
mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.

Rertribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengendalian
dan pengawasan.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
Perundang-undangan dibidang Retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib
retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi

yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
Retribusi Daerah.

17. Surat Ketetapan ......ccccceueeeae 5
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18.

19.

20.

21

22,

(2)

(3)

"

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah pokok retribusi yang tertuang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetepan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi
yang ditetapkan.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat
untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Retribusi
untuk melunasi utang retribusinya.

Kadaluarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari
kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan
lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB 11
PENDAFTARAN

Pasal 2

Setiap Penyelenggara menara telekomunikasi yang sudah
memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam pendirian
menara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan daerah, wajib mendaftarkan objek objek retribusi
menggunakan SPAORD atau sarana lain yang dipersamakan.

SPAORD atau sarana lain yang dipersamakan harus diisi
dengan benar, jelas dan lengkap dan wajib ditandatangani oleh
Wajib retribusi atau Penanggung Retribusi atau Kuasanya serta
menyampaikan ke OPD yang bertanggungjawab dibidang
Retribusi Menara Telekomunikasi.

Wajib Retribusi yang sudah melaporkan Objek Retribusinya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWRD
dan/atau NPORD.

Format SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB III
TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan
dengan Tarif Tunggal.

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar
Rp 1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per
menara per tahun.

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Tata cara perhitungan tarif retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

(1)
(2)

(3)

(4)

Pasal 4
Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat berupa STRD, SKRDLB dan SKRDKBT.

Format SKRD, STRD, SKRDLB dan SKRDKBT sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.

Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau
ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan

dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke kas
Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.



F
Pasal 6

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB V
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 7

(1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD.

(2) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat
teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi
harus melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

(5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (Dua Perseratus) per bulan dari retribusi yang

terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STRD.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan................... 8



(2)

3)

(4)

(1)
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Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi.

Pembebesan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan
Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

BAB VIII
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi
terhutang dalam hal wajib retribusi mengalami kesulitan
likuidasi atau mengalami atau keadaan diluar kekuasaannya
sehingga wajib retribusi tidak akan mampu memenuhi
kewajiban retribusi pada waktunya.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling lambat diterima 9 (Sembilan) hari sebelum saat jatuh
tempo pembayaran retribusi terutang berakhir.

Wajib  retribusi dapat melampirkan bukti-bukti yang
menguatkan alasan penundaan / angsuran.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat
diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati
dan/atau Keputusan Bupati.



9.

BAB X

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

(1)

(2)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Hak untuk melaukan penagihan piutang Retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi daerah.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbikan Surat Teguran dan/atau surat paksa; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik
langsung maupun tidak langsung.

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus sesuai ketentuan yang
berlaku.

Bupati menerbitkan Keputusan penghapusan piutang retribusi
yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterima Surat Teguran tersebut.

Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadaran menyatakan masih mempunyai hutang Retribusi
dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan hutang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui
dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 13

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.

Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

=10
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BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo

= padatanggal &&= ‘0— 9018
,@ BUPATIBUNGO, 2

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal ) -+ 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

e

H. RIDWAN IS |
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR .....

T YELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :
TG TGL :

v

RASULEAG wgﬁ:iflw%glm l;‘{l()loﬁl KABAG. KOMINFOSAND!

TELAH DITELITI SESUA! KETENTUAN ! |

KABAQ PLIKUM

TGL

NIP. 16760416 700212 1005 | “NIP 13730728 200003 L U3

|
!
ALEK PURWENDI. SH.MH ;




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN

TELEKOMUNIKASI

KOP OPD

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

MENARA

Nomor : ..o,
e L
(Diisioleh PEMIGAR)  oiiurisisissassssenmmmmmmnmrnssonsnsceesmessermomms e oo
[. Data Wajib Retribusi
1. Nama Perusahaan e
2. Alamat Perusahaan R —— g ;
3. Nama Penanggung Retribusi: .........................._ L TECAH DITELITTSES Ua |
4. Email S R FG L':‘.A.SU .PiE‘J'U s i
9. Telepom 000 g nteiesecsesedermss bl |
_HAMBALL SH | ALEK PURMJENDL sH v |
II. Data Objek Retribusi IO 200212 1005 | WP 19736725 7613 £ 0 |
1. Nama Objek Retribusi S et et e a e bbeenen b an en s en sa s e s ee s e e ns
2. Alamat S S T PR R S s o e A A
3. Koordinat 3 - . S | >
4. Tinggi Menara L Eheommpns M
5. Luas Lokasi Menara EEe— M2
6. Konstruksi Menara : O Diatas Tanah [J Diatas Bangunan
: B3 Mono Pole 0O 3 Kaki 014 Kaki
7. SiteID § ewsmuvre
8. Site Name - PRI,
9. Tahun Pendirian - S,
10. Jenis Perizinan »a. IMB Nomor @ ...ooceeivuiii. Masa Berlaku ...............
(Photo copy terlampir) :b. SITU Nomor : .................... Masa Berlaku ...............
4§ o S E cosvprera, Masa Berlaku ...............

III. Keterangan Lain-lain

Dengan ini menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa
as, beserta lampiran-lampirannya adalah lengkap.

sesuai dengan ketentuan perundang-
apa yang telah saya beritahukan diat

Petugas Penerima

TELAH DITEUTI KEBENARANHYA D1 £

TGL :

TGL :

”SUHHAG!N}E%:FS‘IJI l-;\'\[‘l‘m TE K HULOGE KABAG. KOMINFOSAN D{

Muara Bungo, ........ccc...........

Wajib Retribusi/Penangung
Retribusi / Penerima Kuasa

...... )

Nama jelas/Tanda tangan/ Cap

| BUPATI BUNGO,

. MASHURI

Iﬁ_



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

Cara Perhitungan Tarif Retribusi Menara.

Jumlah Menara : 162 Menara
Kunjungan : 3 menara /hari
Jumlah kunjungan : 2x setahun Kapasitas

Komponen Biaya :
» Biaya Perjalanan Dinas
- Uang harian Perjalanan Dinas @ Rp 690.000,- / tim /hari sudah termasuk
makan /minum)
» Biaya Transportasi
- Biaya Transportasi @Rp 1.200.000,- /tim /hari
» Biaya Belanja Habis Pakai
- ATK @Rp 9.765.300,- /thn

DESKRIPSI BIAYA SATUAN BANYAK | Volume Total (Rp) |
| Uang Harian | 690.000 Tim /hari 1 tim 108 74.520.000_
. Transportasi | 1.200.000 Tim /hari 1 Tim 108 129.600.000
ATK 9.765.300 | tahun/tim | 1 tahun 1 9.765.300
Total Biaya 213.885.300
/thn

Rata-rata tarif Retribusi Rp 1.320.280,- dan dibulatkan menjadi Rp 1.321.000,-
/menara/tahun

/Q' BUPATI BUNGO, / <

N O DA

" TELAH DITELITI KEE "NARANNYA OLEH : . | w

o e | H. MASHURI
1TGL : : D

(GE e G s Yeeeoloe 4B AG. KOMINFOSANDI]
4

i
i
ROS 1, S.fom
NIP 19794210 200901 2 006

\
i
< _ml



LAMPIRAN 11T

PERATURAN BUPATI BUNGO
TAHUN 2018

NOMOR
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

TELEKOMUNIKASI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PENGENDALIAN MENARA

KOP OPD

SKRD NOMOR |
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH URUT
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMINIKASI
Masa retribusi : ............cocooiii
Tahun R e
Nama Perusahaan ., ...
Alamat Perusahaan ~ :.............
NPWRD
Ssted
Site Name .
Tinggi Menara e m
Titik Koordinat 4 < PR E o,
e O
No KODE URAIAN JUMLAH |
Jumlah Ketetapan Pokok Rp.
Jumlah Denda Rp. |
L Jumlah Keseluruhan Rp.

Dengan huruf :

Perhatian :

1. Harap penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank xxcoocc
Cabang xxxxxxx No. Rekening xooooaxxxx, dengan menggunakan SKRD ini.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari
sejak SKRD ini diterbitkan atau tanggal jatuh te

mpo dikenakan sanksi administratif
berupa denda sebesar 2% per bulan

Diterima Tanggal :

R

TELAH

TGL

KASUBHAG PR

HAMB

Phigidn

Yang Menerima,

Bungo,

-----

...................................

ALl SH

200212 1 005

\

TELAH DITELITI KEBENARANNYA OLEH :

TGL :

TGL :

s ) KABAG. KOMINFOSAND!

NI 1909020 200901 2 006

' BUPATI BUNGO,

g
2l
-
'

H. MASHURI



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
STRD NOMOR
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH URUT
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
= TELEKOMINIKASI
Masa retribusi :................
Tahun ...

Nama Perusahaan . .

Alamat Perusahaan ...

NPWRD

SiteD

Site Name .

Tinggi Menara . . m

Titik Koordinat o SO | 2

e D

Tanggal Jatuh Tempo R

L. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah No. 25 Tahun
2010 dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017 Kabupaten Bungo telah dilakukan
penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening :

Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas,
harus dibayar adalah sebagai berikut :

II. penghitungan jumlah yang

1. Retribusi yang kurang dibayar Rp. i, ,-
2. Sanksi administrasi (Denda 2 %) 125 « R -
3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2) 5 N —— -

Dengan huruf |

PERHATIAN

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau kas Daerah dengan
Menggunakan STRD ini.

2. Apabila STRD ini tidak atau kurang bayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo
STRD ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan

BUngn, oo 20.

TELAH DITELITI SESUA! KETENTUAN : | KEPALA OPD

KASUBBAG PUU KABAG Hpgxum |
TGL TGL 1

; s !
B HAM ALi GH “L:K PUR‘:M Npl S_I'L“H ‘ 2005000000808 5 9200090000000 00 000 Svesecasessns
NIP 197601k 300717 1005 | NIP 19730725 200003 1407 | IR, coviiniiins i omemmens s s
1

TELAH DITL ') nEBENARANNYA GLEH

TGL : TGL :

HASUBEAG INFRAS Tl 1t 11 % NOLOGE

& INF O

RTOCIHIN], §.Kom
NiF s 0 260501 2 006

H. MASHURI



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BUNGO
NQMOR TAHUN 2018
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)

RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH LEBIH BAYAR

KOP OPD RETRIBUSI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMINIKASI

Masa retribusi : ..................
Tahun

..................

SKRDLB NOMOR URUT

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan
NPWRD

. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Kode Rekening

Nama Retribusi :

seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :

II. Daripemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah lebih bayar yang

6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terhutang (4-5) Rp..

1. Dasar Pengenaan L T I ’*
2. Retribusi yang Terutang B oiiitiireanomenssmnns S
3. Kredit Retribusi
a. Setoran yang dilakukan 155 5 SN
b. Lain-lain L R Y DITELITI SESUAI KETENTYN
c. Dikurangi Konpensasi ke Tahun PP e— [ kagagy
yang akan datang/hutang retribusi L TRO— 6L, TGL
d. Jumlah retribusi yang dapat
dikreditkan (a+b-c) Ty %%T?%TU—SHT —Lhrkjp”—m w'—SM'H |
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2) 4 o B OO -
S. Sanksi Administrasi
Bunga (Pasal 17(2)) < 1 SRS -~

Bungo, 2018
Diterima tanggal: KEPALA OPD
Yang menerima,
Nama Terang NIP. i

@ | BUPATI BUNGO, pe=

T i ARG O.F0
TELAH DITEL 1! KIEENARANNYA OLEH 5.0d |
TGL: ook N——— %
RABUBKAG Wi e ?«ugﬁ\:fﬁnuuw KABAG. KC *“1:{43““5{ o
- /]
Rosck i f Kom H. MASHURI
NIP 19790214 260901 2 008 :




PERAT
NOMORU BUPATY By
TENTANg HUN201g

SURAT KE
TETAPAN R
ETRIByU
T [SKRDKBY) RerRipyg) oot DAERAH KURaNG BAYAR
————""IBUSI PENGENDA 5 TAMBAHAN
T‘H*%—K,JEM_ENARA TELEKOMU
| | SKRDKBT L KASI
/ | SURAT KETETAPAYN INOMOR |
| KOP opp RE RETRIRUSI DARRAK | UR f
| | TRIBUSI PENGENDALaN MENARA | " |
| | TELEKOMINIKAST } |
| | Masa retribusi ; J |
“%EH%%“““““‘—ﬁ—_‘iﬂtf !Tahun g | f
| s s ' ;
| Nama Perusahaan , e
Alamat Perus.ahaan
‘ |
NPWRD
Site ID
Site Name : ‘
Tinggi Menara : m |
' Titik Koordinat 28 E: [
- Lokasi '
No| KODE | = " Graan | JumiaH |
Jumlah Ketetapan Pokok ]
Jumlah Denda Rp.,-
Jumiah Keseluruhan _ Rp.,-

Dengan huruf : Rupiah
- Perhatian :
' 3. Harap penyetoran dilakukan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank xxxixxx Cabang
. xoooox No. Rekening xoooooocx, dengan menggunakan SKRD ini.
Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 60 hari

sejak SKRD ini diterbitkan atau tanggal jatuh tempo dikenakan sanksi administratif

berupa denda sebesar 2% per bulan

| 4.

l

Diterima Tanggal :

Yang Menerima,

---------------------------------------

)
TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN : |
( L

Hnsbmm—J_ua%&]
Tak O oL ”i’ -
A'EKWQ\ dn SH AT /Q S—— “

(10 1aTROATEY

e o iy
WO BAG Roed] ARDIE

H. MASHURI




LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK  TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

_}
KOP OPD
%
Kepada :
Ythe o
di
Tempat
SURAT TEGURAN
Nomor : 555/ /Kominfosandi/2018

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini saudara masih mempunyai tunggakan retribusi sebagaimana berikut -

Jenis retribusi Tahun Nomor & Tanggal STRD fanpgit Tawh Juutlah
Tempo Tunggakan
Retribusi Pengendalian RP. oo
Menara Telekomunikasi
Rpocoioii
Jumlah Rp.ooiii
Dengan huruf 3

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7
(Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran ini.

Dalam hal saudara telah melunasi tunggakan tersebut diatas, diminta agar segera melaporkan kepada kami (Nama
OPD) Kabupaten Bungo.

Muara Bungo, ........................ 20......
KEPALA OPD

------------------------------------------

/@_" |BUPATI BUNGO, I

LA O M
il

TGL : , TGL :
IASRBR MR T T Py KABAG, KOMISTCaANDI H. MASHURI

TELAH DITELITI % 7 NARANNYA OLER -




